BAB II1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam

penulisan hukum/skripsi ini, yaitu bahwa aborsi dengan indikasi medis karena

kehamilan akibat incest dari segi hukum pidana adalah:
Dibenarkan oleh hukum atau legal apabila aborsi yang dilakukan dengan
indikasi medis karena kehamilan akibat incest memenuhi rumusan Pasal
75 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa
aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian apabila ada indikasi
kedaruratan medis yang telah dideteksi sejak usia dini kehamilan. Aborsi
yang dilakukan juga telah melalui pertimbangan medis oleh tim ahli.
Tindakan medis dilakukan dengan indikasi medis karena kehamilan akibat
incest untuk mencegah adanya kelainan genetik yang timbul pada janin
yang akan dilahirkan atau janin tersebut mengalami kecacatan akibat
dilahirkan dari pasangan yang memiliki riwayat genetik sama. Di sisi lain
kecacatan juga dapat timbul karena ketegangan dan rasa penolakan secara

emosional dari ibu saat mengandung.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala kerendahan hati

serta keterbatasannya, diakhir penulisan hukum ini ingin memberikan saran

yang kiranya dapat berguna bagi para pihak, yaitu:

1. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dewasa
ini sudah ada undang-undang yang melindungi aborsi dengan indikasi
medis karena kehamilan akibat incest. Sosialisasi ini bertujuan agar
masyarakat mengetahui pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia
khususnya pengecualian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Hakim perlu menggali pandangan medis dan mengharmonisasikan hukum
pidana dengan pandangan medis bahwa kehamilan karena incest dapat

dilakukan aborsi karena merupakan indikasi medis.
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